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ABSTRAK 

 

 
Muhammad Fadli. 202220251030. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022”. 

 

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum Indonesia memberikan 

Perlindungan hukum kepada warga negaranya dalam bentuk Undang-Undang, 

salah satu Perlindungan Hukum yang di berikan negara adalah membentuk 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 

atau yang dikenal dengan UU PDP. UU ini bertujuan untuk memberikan 

payung hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang selama ini 

menghadapi masalah terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Dengan 

adanya Undang-Undang ini, diharapkan ada kepastian hukum dan keadilan 

bagi pengguna data pribadi. 

 

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak 

pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif 

maupun unsur subjektif. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka 

dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga 

data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik 

data tersebut. Perlu adanya Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi 

yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi data pribadi dan 

memastikan bahwa pelaku penyalahgunaan data pribadi bertanggung jawab 

atas tindakannya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis-

normatif, dengan menggunakan teori negara hukum, teori kepastian hukum, 

dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan 

hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diatur pada 

Bab XIV tentang Ketentuan Pidana untuk sanksi pidana atau hukuman 

terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Pelanggaran seperti pemalsuan 

data pribadi, dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 

6 miliar. Jika ada penjualan atau pembelian data pribadi, pelaku dapat dipidana 

hingga 5 tahun atau didenda hingga Rp5 miliar. Selain Pidana terdapat Sanksi 

Administratif yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara 

kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, 

dan/atau denda administratif (paling tinggi dua persen dari pendapatan 

tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran).  

 

Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, Penyalahgunaa Data Pribadi, 

Penegakan Hukum 
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                              ABSTRACT 

 

Muhammad Fadli. 202220251030. “Criminal Law Enforcement Against 

Perpetrators of Misuse of Personal Data According to Law Number 27 of 

2022”. 

 

Indonesia is a country of law, as a state of law Indonesia provides legal 

protection to its citizens in the form of laws, one of the legal protections 

provided by the state is to form Law Number 27 of 2022 concerning Personal 

Data Protection or known as the PDP Law. This law aims to provide a legal 

umbrella for every Indonesian citizen who has been facing problems related 

to the misuse of personal data. With this Law, it is hoped that there will be 

legal certainty and justice for users of personal data. 

 

Misuse of personal data is an act that meets the elements of criminal acts such 

as elements of theft and elements of fraud and other criminal acts both in terms 

of objective and subjective elements. With the misuse of personal data, it can 

be seen that there is a system weakness, lack of supervision, so that personal 

data can be misused and result in losses for the owner of the data. There is a 

need for a Law on Personal Data Protection that can provide better protection 

for personal data and ensure that perpetrators of misuse of personal data are 

responsible for their actions. This study uses juridical-normative legal 

research, using the theory of the rule of law, the theory of legal certainty, and 

the theory of law enforcement. The results of the study show that the 

enforcement of criminal law against the misuse of personal data according to 

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is regulated in 

Chapter XIV concerning Criminal Provisions for criminal sanctions or 

punishments for perpetrators of misuse of personal data. Violations such as 

falsification of personal data, can be punished with up to 6 years in prison 

and/or a fine of up to Rp6 billion. If there is a sale or purchase of personal 

data, the perpetrator can be sentenced to up to 5 years or fined up to Rp5 

billion. In addition to Criminal, there are Administrative Sanctions, namely in 

the form of written warnings, temporary suspension of personal data 

processing activities, deletion or destruction of personal data, and/or 

administrative fines (a maximum of two percent of annual income or annual 

receipts for variable violations). 

 

Keywords:   Personal Data Protection, Misuse of Personal Data, Law 

Enforcement. 
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